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Cerita Tentang Dunia Hari Ini

The Evolution of Hunting Economic
Dari berburu kayu bulat = berburu tambang = berburu lahan
Penetrasi Kapital(isme) di negara-negara berkembang.

Pelukisan dramaturgi ekspansi lahan Negara-negara Utara ke Negara-negara
Selatan = mencari lahan, tenaga kerja, untuk menanam crop (komoditas)

kebutuhan global (food, feed, fuel).

Global land grabbing > fenomena pengambil-alihan lahan skala besar untuk
plrolgiulksi dan ekspor dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan (bio)energi
global.

Caranya masih melanjutkan “akumulasi primitif” = accumulation by
dispossession (Harvey, 2003)

Petani yang lahan dirampas akhirnya menjadi “surplus people”, korban dari “big
land deals” (Li, 2011)



Ekspansi = Monocrop Boom
“Berebut Ruang Agraria”
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Apa kabar dunia?: Lokal-global Koneksi

A global map of the land-grabbing network: land-grabbed countries (green disks) are connected
to their grabbers (red triangles) by a network link.
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Land Grabbing!

Table 1. Land grabbed in the 24 most grabbed countries, which altogether account for about 90% of the global
grabbed land (Table S1)

Grabbed land

Grabbed area % of total global % of country’s % of country
Grabbed country (Ag) (10 > ha) grabbed land cultivated land area
Argentina 6.31 1.34 1.97 2.26
Australia 46.45 9.90 9.78 0.60
Brazil 22.55 4.80 3.29 0.26
Cameroon 2.95 0.63 4.01 0.62
Republic of Congo 6.64 1.41 8.91 0.28
Ethiopia 10.01 2.13 6.68 0.91
Gabon 4.07 0.87 85.75 1.52
Indonesia 71.39 15.21 16.76 3.75
Liberia 6.50 1.38 106.52 5.83
Madagascar 3.69 0.79 10.40 0.63
Morocco 7.00 1.49 7.73 1.57
Mozambique 14.97 3.19 28.24 1.87
Nigeria 3.62 0.77 0.98 0.39
Pakistan 3.34 0.71 1.57 0.42
Papua New Guinea 3.14 0.67 32.75 0.68
Philippines 51.71 11.02 49.48 17.24
Democratic Republic of Congo 80.50 17.15 1.08 3.43
Russia 28.31 6.03 2.29 0.17
Sierra Leone 494 1.05 40.62 6.88
Sudan 46.90 9.99 23.00 1.87
Tanzania 20.27 4.32 17.63 2.14
Uganda 8.59 1.83 9.70 3.56
Ukraine 12.08 2.57 35.53 2.00
Uruguay 3.46 0.74 18.08 19.61

In some countries the grabbed land is a substantial fraction of their cultivated land [reported by FAOSTAT (36), accessed in May,
2012)] (Table S2).



‘ Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

Siapa aktornya?

Perusahaan Petani/Pekebun Plasma Pekebun Mandiri
(Swasta dan Negara) Kolaborasi dengan perusahaan Skala kecil
Skala besar (rata-rata 2 ha) (0,5 — 25 ha)
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Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar (Perusahaan)

o

IS
o

Land grabing
Perubahan struktur agraria
Perubahan lanskap ekologis

Perubahan livelihood




Perkebunan Kelapa Sawit Skala Kecil (Pekebun)

Reklaim
Sengketa lahan
Perubahan lanskap ekologis




Bagaimana Inti-Plasma Bekerja

Suara dari desa soal inti-

plasma:

1. Transparansi
manajemen kebun
plasma.

2. Kejelasan eksisting

20%

20%

L lahan kebun plasma.
(119000 (2) 3. Skema bagi hasil
(antara utang
. Inti Plasma pembangunan plasma
dan pembagian
Gambar (1) Dalam hal IUP/HGU berasal dari pelepasan HPK keuntungan).

Gambar (2) Dalam hal IUP/HGU berasal dari APL



The Silent of Expansion (vulian, 2019)

The new face of territorialization

* Ekspansi sawit dilakukan diam-diam =2
behind the state; adat capture

 Pelan tapi pasti, fragmented (terserak)

* Skala kecil 0,5 — 3 Ha (di bawah 25 Ha)

* Tebas-tebang dan bakar - Mudah dan
murah

* Potensial menyebabkan deforestasi

* Dilakukan pekebun dan atau big man di balik
pekebun (man behind the gun)

e Ada sistem pasar TBS tersendiri.




Contoh Kasus Ekspansi Senyap
di Wilayah XYZ




Trajektori Kebijakan Moratorium Sawit

Penundaan dan
Penyempurnaan Tata Kelola
Izin Baru Hutan Alam Primer

dan Lahan Gambut

Omnibus Law - UUCK
(UU. 11/2020)

RAN KSB 2019-2024 &
Inpres 6/2013* Inpres 6/2017 Inpres 6/2019 Turunannya
Inpres 10/2011* Inpres 8/2015* Inpres 8/2018 Perpres 44/2020
o . Permentan 38/2020
*Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penundaan dan Evaluasi
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Perizinan Perkebunan Kelapa
Primer dan Lahan Gambut Sawit Serta Peningkatan ISPO

Produktivitas Perkebunan
Kelapa Sawit



Konflik Agraria di Indonesia
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Konflik Agraria di Indonesia

Tahun 2020
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Rejim Kebijakan Proses Menuju HGU
dalam Ruang APL

Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu Panitia B
Bentuknya bervariasi di tiap daerah namun misinya sama = mengawal ijin lokasi
>Terbit SK dan

I
Sertipikat HGU

Pertimbangan
Penatagunaan Tanah
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: liin Lokasi IUP HGU



Tipologi Proses menuju HGU

Tipologi status pemegan lzin Lokasi & penguasa tanah besar sebagai konsekuensi proses panjang

1 IL, IUP, HGU dan Kebun

2 IL, IUP, dan Kebun

3 IL, Kebun (bahkan industri pengolahan sawit)
4 IL dan tanah

> hanya kebun (> 25 hektar) tanpa HGU

6 hanya HGU (tanpa kebun)

* 2,3, 4 = idealnya harus ber- 5 = harus jadi BU dan mengajukan HGU
HGU 6 = tidak boleh ada

Siapa yang melakukan kontrol? Monev?



Bagaimana Kapital Bekerja

Mesin (teknologi)

Investor dan Tenaga kerja

e Material

e Profit ?

e Dampak .

e Kapital
e Faktor
produksi

e Produksi
e Efisiensi

Sosial?
Lingkungan?



Dua Layer Masalah dan Kritik Solusi

Kebijakan = Karpet merah kapital?

Hulu (State Policy) Hilir
Teritorialisasi via Konsesi . . .
. Investasi modal IL | IUP keb/hut/tam | HGU Land grabing | Okupasi | Konflik |

Kemiskinan | Kerentanan | Ketimpangan
* Market demand | Biodiversity lost | Human right abuses
* Need or want global people?

Ekonomi Politik LN | Deregulasi kebijakan | CSR| Comdev| Bantuan Tunai|
Pajak eksim | Konsultan internasional | Ragam Program Pemberdayaan |
Politik donor asing | Rasionalitas middle man Kemitraan| Inti-Plasma |

Proyek Pendampingan | Advokasi



Kebijakan Moratorium Sawit

Penundaan dan
Penyempurnaan Tata Kelola
Izin Baru Hutan Alam Primer

dan Lahan Gambut

Omnibus Law - UUCK
(UU. 11/2020)

RAN KSB 2019-2024 &
Inpres 6/2013* Inpres 6/2017 Inpres 6/2019 Turunannya
Inpres 10/2011* Inpres 8/2015* Inpres 8/2018 Perpres 44/2020
o . Permentan 38/2020
*Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penundaan dan Evaluasi
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Perizinan Perkebunan Kelapa
Primer dan Lahan Gambut Sawit Serta Peningkatan ISPO
Produktivitas Perkebunan
Kelapa Sawit

Moratorium Sawit perlu diperpanjang? iya sih! Tapi...



Tata Kelola Sawit Berkelanjutan, bisakah?

Level of
Governance

INTEGRASI I

INTEGRASI I

Actors

Integrated Governence

Koordinasi

Orkestrasi

Kementan

ATR/BPN

$ Koordinasi

Instruksi SKPD

Gubernur
/ Bupati

Penguatan Pendampingan
Kolaborasi Penguatan
Pelaku Usaha Perkebunan: Pelaku
1. Perusahaan Perkebunan I5PO

2. Petani Plasma (Koperasi Plasma)
3. Petani Mandiri (Koperasi Perkebunan)

Regulation Institution
Inpres 6/2019 RAN KSB

Perpres 44/2020 New ISPO

Permenko 257/2020 Kom ISPO

Permentan 38/2020 Indik.ISPO

Perpres 88/2017 PPTKH
Perpres 86/2016 RA RAN KSB
P.83/2016 PS
1/ b4 SDM

UU 11/2020 UUCK ; PR
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PP 23/2021 e Sumberdaya manusia
PP 43/2021

ada?

e Sumberdaya finansial
Perda lainnya RAD KSB mam pu?
Perda lainnya SDM ) EC]UIPmEI.’lt (alat/
e teknologi)

mendukung?

Renja RKP (Perusahaan)

Strategi implementasi
Solusi ketidaksiapan

Sertifikasi
ISPO

SDM
SDF




Terima Kasih...

Mari berdiskusi, dan segera beraksi

For agrarian and
environmental justice

“Jika moratorium sawit adalah jawabannya, maka
apa pertanyannya?”



